Siaran Pers WALHI NTT
Pekerjuan Rumah Pemerintah Daerah di NTT untuk Merespon Pelantikan Kepala Daerah
Potret Krisis Lingkungan Hidup di NTT

Kupang 20 Februari 2025, Nusu Tenggora Timur (NTT) tengoh menghadopi pembangkrutan ekologis yang semakin
memprihatinkan, akibat dari berbogai proyek pembangunon yang tidok memperhatikan kelestarian lingkungon dan keselomatan
rakyat. Dari proyek pariwisaoto, perkebunan monokultur/ food estate, geothermal don kebijokan di sektor energi loinnya,
ketergantungon pado energi fosil seperti botu baro, hinggo proyek infrostruktur don pengeloloan sompah, proktik-proktik
pembaongunan vong top-down telsh menggusur suara-suaro warga yang terdompak. Model pembangunon semacam ini,

cenderung mengabaikan doya dukung dan doya tampung lingkungan, hanya menambah kerentanan sosial don ekologis di NTT.

WALHI NTT menganggap bahwa model pembangunan yang dipaksakan ini telah merugikan masyarakat dan alom, terutoma bagi
kelompok rentan seperti petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, don kelompok disabilitas. Di NTT, pembangunan memang
terlihot pesat, namun dibalik itu terkandung risiko besar yang menggadaikan keberlonjutan ekologi don sosial-ekonomi.
Beberapa contoh konkret menunjukkon bohwa kebijokan pemerintah soat ini abai terhodop kelestarian lingkungan don

keselomatan rakyat.

Salah sotu contoh nyato adoloh kondisi Taman Nosional Komodo. Proyek pengeloloon wisato yang memberikan ruang lebih
besar pada korporasi. Seluruh kegagolan pengeloloan oleh korporasi tidak menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah. Saloh
satunyn di Pulou Komodo, setelah gogal dikelola oleh PT. Flobamor, pemerintah malah menyerohkan kepado dua perusohaon
swasta lainnya yokni PT Nusa Digital Creative dan PT Pantar Lioe Bersoudara di tahun 2024, menunjukkan odanya pengabaion
terhadap pelestarian alam don suara masyarakat lokal. Selain itu, proyek geothermal, meski ditentang keras oleh mosyarakat
adat di Flores, pemerintah tetap memaksakan proyek ini, yang berpotensi merusak sumber kehidupan masyarakot adat seperti

air, hutan, dan wilayoh kelola rakyat.

Lebih lonjut, penurunan status Kawasan Cogar Alam Mutis menjodi Taman Nosional jugo menunjukkan ketidakhormonisan antaro
kebijokan pemerintah don perlindungan alom. Penurunan ini berisiko merusak fungsi ekologis yang memiliki kedekotan kultural

dengan masyarakat Timor.

Selain itu, proyek perkebunan monokultur seperti yang dilakukan oleh PT MSM dan proyek food estate yang mengabaikan petani
kecil, memperburuk kondisi agraris masyarakat NTT. Praktik eksploitosi sumber doya alam seperti ini menyebabkan kerusakan

lingkungan yang tidak dapat diuboh dolom jongka pendek.

WALHI NTT juga mencatat bahwa proyek infrastruktur pemerintah, termasuk pembangunan bendungan Lambo di Nogekeo, terus
mendapat penolakon masyarakat adat, nomun tetap dipoksokan dengan ancaman intimidasi. Pembangunan yang meminggirkan

hak-hak mosyarakat odot don merusak ekosistem ini seharusnya menjadi pelojaran penting bagi pemerintahan yang baru.



Di Sektor Energi, ketergantungan pado energi fosil seperti Botubara justru memberikan dampak buruk pada Sebagian besar

Masyarakat khususnya Nelayan dan Petani Rumput Lout di sekitar Lokasi PLTU yang berdompak sangat buruk ekonominya.

Pemerintoh doeroh di NTT perlu segero bertindok dengon menguboh poradigma pembangunon yong top-down menjodi
pendekaton yong inklusif don berbasis pada keberlanjutan lingkungan dan keselomatan rakyat NTT. Pengeloloan sampoh yang
berkelonjutan, evoluosi terhadop dompak lingkungon dari berbagai proyek, don penegokan hukum yang odil terhadap

pelonggoran lingkungon harus menjadi prioritas utama.

Pado momentum pelantikan kepala doerah 20 Februari 2025, WALHI NTT mendesak pemerintah doerah untuk memperhatikan
cotatan-cotatan krisis lingkungan hidup sebogoi modalitas awal untuk meruboh arah kebijokan lingkungan yang lebih berpihak
pada kelestarian lingkungan don keselomatan rakyat. Seloin itu pemerintoh doeroh di NTT wajib tegos mengatokan tidok podo
kehijokan-kebijokan nosional yang oboi podo doyo tompung don doyo dukung lingkungon di NTT. Pemerintoh Doeroh

memfokuskan poda kebijokan pemulihan lingkungan NTT.
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